
 

 

 

Bab V 

 
PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Miracle Aesthetic Clinic 

Kertajaya mengenai pengenaan pajak PPh Pasal 21 atas dokter, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1.   Perusahaan menerapkan  metode perhitungan pajak PPh Pasal 21 bagi 

dokter menggunakan perhitungan yang berlaku umum, tanpa adanya 

perencanaan pajak. 

2.   Dengan adanya Metode Net Basis dan Metode Gross Up dapat menjadi 

alternatif bagi perusahaan dalam perencanaan pajak khususnya pada pasjk 

PPh Pasal 21 bagi dokter agar tercipta efisiensi pajak yang tetap 

menguntungkan karyawannya dan tetap tidak melanggar peraturan pajak 

yang berlaku. 

3.   Metode Gross Up memiliki hasil yang paling menguntungkan bagi kedua 

belah  pihak,  baik  dari  pihak  dokter  yang  penerimaan  penghasilannya 

tidak berkurang akibat pemotongan PPh Pasal 21, maupun dari pihak 

perusahaan  yang  tetap  memiliki  laba  bersih  yang  optimal  meskipun 

secara pembebanan  biaya  PPh  Pasal  21  yang  dikeluarkan  lebih  besar 

namun  memiliki  dampak  pengenaan  PPh  Badan  yang  lebih  hemat, 

dengan besaran efisiensi pajak yang dihasilkan sebesar Rp11.191.675 
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5.2. Saran 
 

Adapun saran dari penulis, berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan di Miracle Aesthetic Clinic Kertajaya mengenai pengenaan pajak 

PPh Pasal 21 atas dokter, sebagai berikut: 

1.   Perusahaan dapat menerapkan Metode Gross Up didasarkan atas 

Pasal 4 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000, 

dalam perhitungan PPh Pasal 21 dokter, karena metode ini yang 

dianggap paling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dari 

sisi dokter, penghasilan yang diterima tidak mengalami 

pengurangan atas pajak penghasilan, penghasilan yang diterima 

tetap  sebesar  Rp2.183.430.327.  Dari  sisi  perusahaan,  laporan 

laba rugi fiskal yang dihasilkan sebesar Rp2.932.320.375 

mengalami peningkatan sebesar Rp11.191.675 dibandingkan 

dengan laba rugi yang berlaku sebesar Rp2.921.128.700. 

Peningkatan  laba  tersebut  dikarenakan  adanya  efisiensi  pajak 

PPh Pasal 21.
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2.   Perusahaan  pun  dapat  menerapkan  alteratif lain  menggunakan 

Metode Net Basis yang didasarkan atas Pasal 4 huruf d Peraturan 

Pemerintah  Nomor  138  Tahun  2000,  karena  meskipun 

perusahaan memberikan tunjangan sebagian kepada dokter, 

tunjangan tersebut masih dapat dibiayakan (deductible expense) 

dan pengenaan pajak kepada dokter tidak terlalu besar, hanya 

sebesar Rp42.528.750. Dan perusahaan tetap dapat mengalami 

peningkatan laba rugi fiskal sebesar Rp9.634.263, dari yang 

sebelumnya  Rp2.921.128.700  menjadi  Rp.2.930.762.963. 

Tingkat  efisiensi  pajak  PPh  Pasal  21  memiliki  selisih  lebih 

rendah Rp1.557.412 apabila dibandingkan dengan Metode Gross 

Up yang mengalami penghematan pajak sebesar Rp11.191.675.
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